PERATURAN BUPATI
KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 26 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI GORONTALO UTARA

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11
Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang |
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun%
Anggaran 2021;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822); |

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang:
Keuangan Negara (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan |

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ‘
4286); |
|
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tashun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 200_4l Norhor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional -

' (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 |
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 442 10), |

5. Undang—Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara ‘Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Uﬁdang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak -
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran .Négara 'repliblic Indonesia
Nomor 5049); ' o

7. Undang-Undang Nomor -23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun .2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diuhah _be‘berapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang .
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara .republ'ic Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 'Ne'gara ;
Republik Indonesia Nomor 5679) '

8. Peraturan Pernermtah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negafa

: Republlk Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone51a :
Nomor 4028); |
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum’

: |
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun|
2012 tentang' Perubahan . Peraturan Pemerintah!
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengélolaari
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran | | "

Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang

11.

Dana Perimbangan (Lerhbarén Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republlk Indonesm '
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan Periyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemermtah . Laporan ' Keterangan
Pertanggung]awaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaré;an Pemerintah  Daerah : Kepada

Masyarakat' (Lembaran Negara Republik Indonesia

‘Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara

" Republik Indone51a

Nomor 4693),

12. Peraturan Pemerintah Noror 19 Tahun 2010 tentang

13.

Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Weweriéng Serta

Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil

Pemerintah di Wilayah Provinsi Gorontalo;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
_ _ ‘ ‘ |

Standar Akuntdnsi Pemerintahan (Lembaran Negaral

|
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,

- Tambahan Lembaran Neg’éra Republik Indonesia

Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republ_ik Indor_;esia Tahun 2017 Nomor 106);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dafi
Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri ‘Nomor 36 Tahuil
2011 téntang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Penciapatan ‘dan Belanja Daerah dan
Rancéngan Peraturan Kepala' Daerah tentang
‘Pen_]abaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Repubhk Indone51a Tahun
2011 Nomor 525);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 'Tah'uh
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang  Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaiman telah
diubah bebera'.pé.'.' kali tefaikhif dengan Peratufari
Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kehma Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita
Negara Repubhk Indonesia Tahun 2018 Nomor 565); .

18. Peraturan Menterl Dalam Negen Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah .
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754); _ S |

20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Dae;‘ah
serta Pelaksanaan “dan Pertanggungjawaban Dana
Operasmnal (berita negara Republlk Indonesna Tahun
2017 Nomor 1067); o |
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21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020

22,

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; |
i

Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor
395/29/X /2021 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Ten:tang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja DaErah
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2021 dan

Rancangan Peraturan Bupati Gorontalo Utara Tentang

'Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan'

Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun
Anggaran 2021; o ‘ _

- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor
26 Tahun 2010 tentang ~Pengelolaan Keuangan'
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo
Tahun 2010 Nomor ). | | |

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
'BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

|
| |

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: . :
|

1. Anggaran Pendapatan dan Bélénjé. Daerah yang selanjutnya disingkat |
APBD adalah rencana keuangan tahunan. ‘daerah yang dltetapkan' :
dengan peraturan daerah. o |
. Pemerintah ~ Daerah adalah kepala daerah sebagajr uns;ur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

. Pemerintahan Daerah adalah penyeienggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luaSﬁya
dalam sistem ‘dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagajman'a
dimaksud “dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun1945, |

. Bupati adalah Bupati Gorontalo Utara.
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Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 202 3 :
semula  sebesar  Rp. 788.775.337.841 berkurang sebesar
Rp.10.605.606.605 sehingga menjadi Rp. 778. 169 731.236, dengan‘
rincian sebagai berikut: 3
1 P_endapafan daerah

a. Semula Rp .746.779.558.399 |

b. Bertambah/{berkurang) - Rp {11.528. 319 905]
Jumlah pendapatan daerah setelah ;

perubahan | - ~ Rp.735.251.238.494

2. Belanja daerah

a. Semula Rp.
b. Bertambah/(berkurang) Rp.  (9.405.606. 605)
Jumlah belanja daerah setelah perubahan  Rp. 775.369. 731 236

‘ ' |

3. Pembiayaan daerah : ;
|

|

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 41.995.779.442
2) Bertambah/(berkurang) | Rp. 922.713.300

~ Jumlah penerimaan pembiayaan setelah |
perubahan Rp. 42'.918.492.742"
b. Pengeluaran pembiayaan " | ' |
1) Semula | Rp. 4.000.000.000/
9) Bertambah/(berkurang) Rp. _(1.200.000.000)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah ; | i
perubahan _ Rp. 2.800.000.000
Junilah pémbiaj%aan neto setelah | ' ‘
perubahan | Rp. 40.118.492.742
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah - -
perubahan Rp. 0O j
Pasal 3 ;

Uraian lebih lanJut Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanJ

Daerah sebagalmana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalalln

Lamplran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Gubernur/ Bupatl/ Wali Kota" ini terdiri dari: ,

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan;



2. Lampiran

3. Lampiran

4. Lampiran

5. Lampiran

6. Lampiran

7. Lampiran

8 Lampiran

I

III

v

Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan 'Dacrgh, Organisasi, -Program,f
Kegiatan, Sub Kegiaté.n, Kelompok, Jenis, Objek,.
Rincian Objék, Pendapatan, Belanja, = dan
Pembiayaan; |
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan:
Besaran Hibah;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan

Besaran Bantuan Sosial;

V Rincian Dana Otonomi- Khusus Menurut Urusan

Pemerintahan  Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan

Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Mmyak
dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, 'Organisasi; Progfam, -' Kégiatan; Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek

Pendapatan, Belanja dan Pemblayaan,

VII Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut

. Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dJenis, Objék_,
Rincian Objek  Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/

Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan

" Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD dengan Program Prioritas

Perbatasan Negara.

Pasal 4 -

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian -

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

. Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam

peraturan ini d1tuangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan

. anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan.



Pasal 6
Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kwandang
Pada tanggal ® Oktober 2021

BUPATI
Q4

INDRA YAS

Diundangkan di Kwandang
Pada tanggal ¥ Oktober 2021
Pj. SEKRETAR]S DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

LEMAN LAKORO, SH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2021 NOMOR LI7L|



